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Abstrak

Sebagai lembaga pendidikan islam pesantren masih diklaim sebagai lembaga
pendidikan yang terbelakang, bahkan sering “dinobatkan” hanya untuk kepentingan
orang-orang yang tidak mampu atau miskin, memproduk orang yang eksklusif,
fanatik, dan bahkan pada tingkah yang sangat menyedihkan yaitu “terorisme-pun”
dianggap berasal dari lembaga pendidikan Islam, karena pada kenyataannya
beberapa lembaga pendidikan Islam “dianggap” sebagai tempat berasalnya
kelompok tersebut. Walaupun “anggapan” ini keliru dan dapat ditolak, sebab tidak
ada lembaga-lembaga pendidikan Islam manapun yang bertujuan untuk
memproduk atau mencetak kelompok-kelompok orang seperti itu. Berdasarkan
hasil kajian ditemukan fakta bahwa Wajah pendidikan dipondok pesantren ada tiga.
Pertama, Pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal jalur
sekolah pesantren seperti SD, SMP, SMA/SMK, dan PTU. Kedua, pondok pesantren
yang menyelengarakan pendidikan formal jalur madrasah pesantren seperti M],
MTs, MA/MAK, dan PTAI Ketiga, pondok pesantren yang menyelenggarakan
pendidikan formal jalur SPM/PDF dan Ma’had Aly. Selain itu pondok pesantren juga
menyelenggarakan pendidikan non formal dan informal. Tuduhan bahwa
pendidikan agama dipondok pesantren mengalami kemunduran dan tidak sesuai
dengan perkembangan zaman juga tidak benar sebab pondok pesantren
mempunyai prinsip al-muhafadhotu 'ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah,
yakni Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.

Kata Kunci: Pesantren, Satuan Pendidikan Muadalah, Pendidikan Diniyah Formal,
Ma’had Aly.

Abstract

As Islamic educational institutions, pesantren are still claimed to be underdeveloped
educational institutions, often even "crowned" only for the benefit of those who are
unable or poor, producing people who are exclusive, fanatical, and even at a very sad
behavior, namely "terrorism.” considered to originate from Islamic educational
institutions, because in fact several Islamic educational institutions were "considered”
as the origin of the group. Even though this "assumption" is wrong and can be rejected,
because there are no Islamic educational institutions that aim to produce or print
groups of people like that. Based on the results of the study, it was found that there are
three faces of education in Islamic boarding schools. First, Islamic boarding schools
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that organize formal education through Islamic boarding schools, such as elementary,
junior high, high school/vocational school, and PTU. Second, Islamic boarding schools
that organize formal education through Islamic boarding schools such as MI, MTs,
MA/MAK, and PTAL Third, Islamic boarding schools that organize formal education in
the SPM/PDF and Ma'had Aly pathways. In addition, Islamic boarding schools also
organize non-formal and informal education. The accusation that religious education
in Islamic boarding schools is experiencing setbacks and is not in accordance with the
times is also not true because Islamic boarding schools have the principle of al-
muhafadhotu 'ala qodimis sholih wal akhdzu biljadidil ashlah, namely maintaining the
old which is good and taking the new which is better.

Keywords: Islamic Boarding School, MuJadi Education Unit, Formal Diniyah
Education, Ma'had Aly.
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A. Pendahuluan

Pada perkembangannya pesantren dihadapkan kedalam dua pilihan yang
ektrem, antara mempertahankan tradisi dan melakukan modernisasi. Memilih yang
pertama, berarti pesantren harus siap ditinggalkan generasi pro-modernis, memilih
yang kedua berarti pesantren harus siap-siap tercerabut dari tradisi asalnya dan
akar-akar kulturalnya. Menghadapi dua pilihan ekstrem tersebut, pesantren lebih
memilih solusi cerdas, dengan berpedoman pada prinsip dl-muhafadhah dlal qadiym
as-shalih wal akhdzu bil jadid al-aslah. Pilihan cerdas itulah yang akhirnya menandai
eksistensi pesantren tetap terjaga sampai sekarang.

Meski demikian, Sebagai lembaga pendidikan islam pesantren masih diklaim
sebagai lembaga pendidikan yang terbelakang, bahkan sering “dinobatkan” hanya
untuk kepentingan orang-orang yang tidak mampu atau miskin, memproduk orang
yang eksklusif, fanatik, dan bahkan pada tingkah yang sangat menyedihkan yaitu
“terorisme-pun” dianggap berasal dari lembaga pendidikan Islam, karena pada
kenyataannya beberapa lembaga pendidikan Islam “dianggap” sebagai tempat
berasalnya kelompok tersebut (Diu, 2018; Sanaky, 2008; Sumantika et al., 2021).
Walaupun “anggapan” ini keliru dan dapat ditolak, sebab tidak ada lembaga-
lembaga pendidikan Islam manapun yang bertujuan untuk memproduk atau
mencetak kelompok-kelompok orang seperti itu (Hakim, 2017; Rosyad & Maarif,
2020).

Jika kembali kesejarah tuduhan tersebut (terorisme) memang sudah
dituduhkan kepada pesantren sejak masa penjajahan hindia belanda. Terbukti
dengan diterbitkannya ordonansi guru tahun 1905, ordonansi guru tahun 1925,
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ordonansi sekolah liar 1932 yang isinya sangat menyulitkan bahkan menekan dan
membatasi, karena kekhawatiran akan munculnya militansi kaum muslim
terpelajar. Imbas dari kebijakan tersebut masih sangat terasa sampai Indonesia
merdeka. Selain itu, pemerintah juga terlambat mengakomodasi pesantren dalam
sistem pendidikan nasional, meskipun diketahui bahwa di Indonesia sudah tiga kali
terjadi perubahan undang-undang, yaitu: UU No. 4 tahun 1950 tentang pokok-pokok
pendidikan dan pengajaran di sekolah, UU No. 2 tahun 1989 tentang system
pendidikan nasional, dan UU No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan
nasional. Jika dikaji dari perspektif historis, maka Indonesia yang merdeka 1945
ternyata baru menyebut nomenklatur pesantren pada tahun 2003 (Depdiknas,
2003).

Namun demikian, meskipun nomenklatur pesantren hanya disebut sekali
dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 (Depdiknas, 2003), dalam peraturan
pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan pesantren memperoleh perhatian lebih serius, karena tujuh tahun
setelah diundangkannya pp 55 tersebut diundangkan pula peraturan menteri
agama nomor 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan islam, dimana
pesantren dan pendidikan diniyah menjadi bagian inti pendidikan keagamaan islam.
Selain itu ada PMA No. 18 tahun 2014 tentang satuan pendidikan muadalah dan
PMA No. 71 tahun 2015 tentang ma’had aly.

Puncaknya pengakuan eksistensi pesantren baru terjadi pada akhir tahun
2019 ketika diundangkannya undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang
pesantren (Riyani, 2023). Pengakuan eksistenti pesantren tersebut memberikan
angin segar dan optimis bagi pengembangan pesantren karena diikuti dengan
diundangkannya Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 tentang pendanaan
penyelenggaraan pesantren, PMA No. 30 Tahun 2020 tentang pendirian dan
penyelenggaraan pesantren, PMA No. 31 tahun 2020 tentang pendidikan pesantren
dan PMA No 32 tentang Ma’had Aly, posisi pesantren bukan lagi sebagai bagian dari
pendidikan keagamaan islam. Pesantren telah diposisikan sebagai lembaga
pendidikan yang memiliki kekhasan dan diselenggarakan melalui jalur pendidikan
formal dan non formal, sehingga selain memiliki lembaga pendidikan formal khas
pesantren seperti pendidikan muadalah, pendidikan diniyah formal, dan ma’had aly,
pesantren juga sebagai wadah penyelenggaraan satuan pendidikan lain yang
beragam. Berangkat dari historis diatas maka dalam artikel ini akan dibahas
bagaimana wajah baru pendidikan islam dipesantren sebelum dan setelah
diundangkannya undang-undang nomor 18 tahun 2019 dengan tujuan untuk
membantah klaim bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan islam yang
terbelakang.
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B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Tujuan dilakukannya
penelitian ini adalah mendiskripsikan Wajah Baru Pendidikan Pesantren. Sumber
literatur pada penelitian ini yaitu berfokus pada buku serta jurnal ilmiah yang
berkaitan dengan focus kajian yang terbit antara tahun 2003 sampai 2023, karena
memiliki keabsahan yang tinggi. Teknik analisis data dalam penelitian ini,
menggunakan teknik dari Miles dan Huberman yang mengungkapkan bahwa teknik
analisis data kualitatif, yang pada prosedurnya yaitu: reduksi data, display data,
verifikasi serta penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan
1. Menahami Pesantren

Pesantren pertama kali dirintis oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim pada
tahun 1399 M untuk menyebarkan Islam di Jawa. Selanjutnya, tokoh yang berhasil
mendirikan dan mengembangkan pesantren adalah Raden Rahmat (Sunan Ampel).
Pertama kali didirikan pesantren di Kembangkuning dan waktu itu hanya memiliki
tiga orang santri, yaitu: Wiryo Suroyo, Abu Hurairah dan Kiai Bangkuning. Setelah
itu pindah ke Ampel Denta Surabaya dan mendirikan pesantren, sehingga akhirnya
dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Selanjutnya, muncul pesantren-pesantren
baru yang didirikan oleh para santri dan putranya, seperti Pesantren Giri oleh Sunan
Giri, Pesantren Demak oleh Raden Patah, dan Pesantren Tuban oleh Sunan Bonang.
Fungsi pesantren pada awalnya hanya sebagai media Islamisasi yang memadukan
tiga unsur, yakni: ibadah untuk menanamkan iman, tabligh untuk menyebarkan
Islam, dan ilmu serta amal untuk mewujudkan kegiatan sehari-hari dalam
kehidupan masyarakat (Soebahar, 2023).

Unsur utama pesantren seperti yang dikemukakan Zamakhsyari Dhofier
(1982), Manfred Ziemek (1986) terdiri dari: kiai, santri, masjid, pondok, dan
pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Demikian pula unsur utama pesantren yang
ditentukan dalam Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan
Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren
Pasal 5, sebagai syarat bahwa lembaga pendidikan baru disebut sebagai pesantren,
jika memiliki unsur utama paling sedikit: (1) kiai, (2) santri yang bermukim di
pesantren, (3) pondok atau asrama, (4) masjid atau musholla, dan (5) kajian kitab
kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin (Soebahar,
2023).
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Dalam konteks pendidikan karakter, menurut pemikiran KH. Achmad
Shiddiq pesantren memiliki konsep “Panca Jiwa” atau “lima jiwa” yang selama ini
dikembangkan dalam praktik pendidikan di pesantren, yakni: jiwa keikhlasan, jiwa
kesederhanaan, jiwa kemandirian, jiwa ukhuwah Islamiyah, dan jiwa kebebasan
yang bertanggung jawab (Soebahar, 2023). Pertama, ]Jiwa Keikhlasan. Jiwa ini
tergambar dalam ungkapan “sepi ing pamrih”, yaitu perasaan bahwa segala aktivitas
semata-mata untuk beribadah yang sama sekali tidak dimotivasi oleh keinginan
memperoleh keuntungan-keuntungan yang bersifat materi. Jiwa ini tampak pada
orang-orang yang tinggal di pesantren, mulai dari kiai, jajaran ustadz, hingga para
santri. Dari sinilah kemudian tercipta suasana harmonis antara kiai yang disegani
dan santri yang mentaati suasana yang didorong oleh jiwa yang penuh cinta dan rasa
hormat. Karena belajar dinilai sebagai ibadah, maka, ia menimbulkan tiga akibat,
yaitu (1) berlama-lama di pesantren tidak pernah dianggap sebagai suatu masalah,
(2) keberadaan ijazah sebagai tanda tamat belajar tidak terlalu dipedulikan, dan (3)
lahirnya budaya restu kiai yang terus bertahan hingga saat ini.

Kedua, Jiwa Kesederhanaan. Kehidupan di pesantren diliputi suasana
kesederhanaan. Sederhana bukan berarti pasif, melarat, nrimo, dan miskin,
melainkan mengandung unsur kekuatan hati, ketabahan, dan pengendalian diri di
dalam menghadapi berbagai macam rintangan hidup sehingga diharapkan akan
lahir jiwa besar, berani, bergerak maju, dan pantang mundur dalam segala keadaan.
Dengan kata lain, di sinilah awal tumbuhnya kekuatan mental dan karakter yang
menjadi syarat bagi suksesnya suatu perjuangan di segala bidang.

Ketiga, Jiwa Kemandirian. Berdikari, yang biasanya dijadikan akronim dari
“berdiri diatas kaki sendiri”, bukan hanya berarti bahwa seorang santri harus
belajar mengurus keperluannya sendiri, melainkan telah menjadi semacam prinsip
bahwa sedari awal pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tidak pernah
menyandarkan kelangsungan hidup dan perkembangannya pada bantuan dan belas
kasihan pihak lain. Selain itu, dilihat dari sejarah pertumbuhannya, pesantren
kebanyakan dirintis oleh kiai dengan hanya mengandalkan dukungan dari santri
dan masyarakat sekitar, sehingga jiwa kemandirian tak ubahnya sebagai fondasi
utama bagi perintisan pesantren.

Keempat, Jiwa Ukhuwah Islamiyah. Suasana kehidupan di pesantren selalu
diliputi semangat persaudaraan yang sangat akrab sehingga susah dan senang
tampak dirasakan bersama— tentunya, terdapat banyak nila-nilai keagamaan yang
melegitimasinya. Tidak ada lagi pembatas yang memisahkan mereka, sekalipun
mereka sejatinya berbeda-beda dalam aliran politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain
baik selama berada di pesantren maupun setelah pulang ke rumah masing-masing,
dan
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Kelima, Jiwa Kebebasan. Para santri diberi kebebasan untuk memilih jalan
hidup kelak di tengah masyarakat. Mereka bebas menentukan masa depannya
selama hal itu masih dianggap sejalan dengan nilai-nilai pendidikan yang mereka
dapatkan di pesantren. Ditinjau dari sudut pandang pesantren itu sendiri, ia juga
telah terbiasa bebas dari campur tangan asing dan pengaruh luar. Itulah mengapa
pesantren biasanya merupakan lembaga swasta dalam arti penubh.

2. Wajah Pendidikan Islam di Pondok Pesantren

Pemetaan Pesantren dalam perspektif Sistem Pendidikan Nasional akhir-
akhir ini mengemuka mengiringi diundangkannya Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2019 tentang Pesantren, bahkan sejak awal reformasi. Reformasi pendidikan
yang terwujud melalui Amandemen IV UUD 1945 khususnya pasal 31 yang terkait
dengan pendidikan (10 Agustus 2002) dan berimplikasi terhadap diundangkannya
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (11
Juni 2003) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU
Pesantren, 16 Oktober 2019).

Terjadinya pemetaan baru kelembagaan pendidikan semakin diperlukan
karena pengaruh tiga faktor, yaitu: pengaruh perubahan zaman, pengaruh kebijakan
dan pengaruh tuntutan masyarakat. Perubahan pasti terus bergulir, kajian futuristik
dan perkembangan teknologi mempercepat proses perubahan tersebut, sehingga
kajian pesantren intens dilakukan. Demikian halnya dengan kebijakan baru pasti
bereffect. Para era reformasi, seperti dibahas sebelumnya perubahan pendidikan
terjadi sejak proses amandemen [V UUD 1945 pasal 31 yang berefek terjadinya
perubahan kebijakan secara mendasar dan sistemik. Kenapa?, karena UUD 1945
adalah rujukan tertinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia, semua
aturan dibawahnya (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden,
peraturan menteri, dan sebagainya) tidak boleh bertentangan. Contoh aktual adalah
disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Depdiknas, 2003) setelah Amandemen IV UUD 1945 (10 Agustus 2002)
yang berimplikasi terjadinya perubahan kebijakan, seperti Peraturan Pemerintah,
Peraturan Menteri dan Peraturan operasional lainnya. Demikian juga dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU
Pesantren, 16 Oktober 2019) telah menginspirasi ditetapkannya Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren
dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan
Penyelenggaraan Pesantren, Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020
tentang Pendidikan Pesantren, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun
2020 tentang Ma’had Aly. Bahkan berimplikasi pula terhadap Peraturn daerah
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Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan
Pesantren.

Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Pendidikan Nasional dan
Kementerian Agama tertanggal 30 Maret 2000 dengan Nomor 1/U/KB/2000
dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah yang berkaitan
dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun ini
merupakan “keuntungan” bagi pesantren. SKB tersebut mengatur dan
memberikan kesempatan kepada pesantren-pesantren  salafiyah  untuk
menyelenggarakan pendidikan dasar sebagai upaya mempercepat pelaksanaan
program wajib belajar dengan syarat adanya tambahan Mata Pelajaran Bahasa
Indonesia, Matematika, dan [PA dalam kurikulumnya. Adanya kebijakan ini
merupakan jawaban atas problem pesantren yang saat itu dihadapi, yaitu
berkaitan dengan lulusan pesantren yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang
lain atau memasuki dunia kompetisi yang mensyaratkan sertifikat atau ijazah. Oleh
karenanya, kebijakan ini selain sebagai penyetaraan pesantren salaf juga
merupakan kebijakan yang berimplikasi bagi eksistensi pesantren salaf (Masyhud,
2003).

Tidak semua pesantren salaf mau mengikuti ketentuan kebijakan
tersebut dan memilih tetap mempertahankan tradisinya dengan pendidikan
tradisionalnya. Selain itu, sikap tidak mau mengikuti yang dirasa akan
menguntungkan peserta didik pada pesantren salaf ini dapat disebabkan karena
ketidaktahuan pihak pesantren atau karena kekhawatiran mereka akan hilangnya
identitas salaf yang dikarenakan masuknya intervensi pemerintah terhadap
kurikulum pesantren (Anwar, 2017).

a. Satuan Pendidikan Muadalah (SPM)

Secara formal, negara sekian lama belum menemukan rumusan yang tepat
bagi pesantren dalam kebijakan-kebijakannya, termasuk konsekwensi kebijakan
adalah pengakuan dan perlakuan terhadap pesantren, pengalokasian anggaran
negara bagi pembinaan dan pengembangan pesantren sampai akhirnya pesantren
berjalan sendiri mencari pengakuan formal eksistensi kelembagaannya. Karena
pesantren dibiarkan berjalan sendiri-sendiri akhirnya sebagian pesantren
mengajukan mu’adalah dengan beberapa perguruan di luar negeri, seperti Mesir,
Yaman, Sudan, Pakistan dan beberapa negara lainnya. Barulah pada tahun 2007
pemerintah mengakui keberadaan pesantren, Pendidikan Mu’adalah, Pendidikan
Diniyah Formal dan sebagainya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, meskipun secara
operasional keberadaan Pendidikan Mu’adalah baru memperoleh kepastian hukum
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setelah ditetapkannya PMA Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan
Mu’adalah Pada Pesantren.

Secara istilah Pendidikan Mu’adalah (PM) sebagaimana diatur dalam PMA
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu’adalah Pada Pondok
Pesantren adalah satuan Pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh
dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai
kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atas dirasah Islamiyah dengan pola
pendidikan mu’allimin secara berjenjang dan berstruktur yang dapat disetarakan
dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan kementerian agama.
Demikian pula definisi Pendidikan Mu’adalah yang termaktub dalam UU Nomor 18
Tahun 2019 tentang Pesantren, bahwa Pendidikan Mu’adalah adalah pendidikan
pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan
mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis
kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara
berjenjang dan terstruktur (UU No. 18/2019, pasal 1 poin 5).

Dari definisi tersebut bisa dipahami bahwa varian PM sejalan dengan varian
pesantren sebagai satuan pendidikan, yakni PM berbasis kitab kuning yang disebut
PM jenis salafiyah dan PM berbasis dirasah Islamiyah dengan pola Pendidikan
mu’allimin yang disebut PM jenis mu’allimin. Penamaan Pendidikan Mu’adalah
dapat menggunakan nama Madrasah Salafiyah, Madrasah Mu’allimin, Kulliyat al-
Mu’allimin al-Islamiyah (KMI), Madrasah al-Mu’allimin al-Islamiyah (MMI),
Madrasah At-Tarbiyah al-Islamiyah (MTI) atau nama lainnya yang diusulkan oleh
pesantren.

Selanjutnya, jenjang pada PM memiliki kesederajatan dan kewenangan yang
sama dengan jenjang pendidikan formal lainnya, yakni: (1) PM setingkat Madrasah
Ibtidaiyah (MI), yaitu PM memiliki kesetingkatan dengan MI dan diselenggarakan
selama 6 tahun, (2) PM setingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) yaitu PM memiliki
kesetingkatan dengan MTs dan diselenggarakan selama 3 tahun, dan (3) PM
setingkat Madrasah Aliyah (MA), yaitu PM memiliki kesetingkatan dengan MA dan
diselenggarakan selama 3 tahun, dan (4) PM setingkat MA dapat diselenggarakan
dengan menggabungkan SPM setingkat MTs dan PM setingkat MA selama 6 tahun
secara berkesinambungan. Konsekwensinya, peserta didik hanya menerima ijazah
ketika telah menyelesaikan seluruh proses pendidikan PM setingkat MA selama 6
tahun.

Dalam PMA Nomor 31 Tahun 2020 paragraf 1 pasal 26 ada (3) ayat, dua ayat
diantaranya dinyatakan secara rinci bahwa pendirian Pendidikan Mu‘adalah harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Pendirian Pendidikan Mu‘adalah wajib
memperoleh izin dari Menteri, (2) Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) diperoleh setelah memenuhi persyaratan: (a) berbadan hukum yang
dibuktikan dengan akta notaris yang disahkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manmusia,
(b) memiliki PSP, (c) didirikan di lingkungan pesantren yang dibuktikan dengan
denah lokasi, (d) memiliki struktur organisasi pengelola pesantren, (e) pesantren
sudah beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak
didirikan yang dibuktikan dengan surat pernyataan, (f) memiliki rencana kurikulum
Pendidikan Mu‘adalah, (g) memiliki paling sedikit 5 (lima) orang pendidik dan 2
(dua) orang tenaga kependidikan, (h) memiliki sarana dan prasarana kegiatan
pembelajaran yang berada di dalam Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25, (i) rencana sumber pendanaan untuk sumber kelangsungan pendidikan paling
sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya, (j) memiliki sistem evaluasi
pendidikan, (k) rencana kalender pendidikan, (1) memiliki santri mukim paling
sedikit 120 (seratus duapuluh) orang

Payung hukum Pendidikan Mu’adalah akhirnya semakin kuat setelah
ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan
diatur secara oprasional dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahunn
2020 tentang Pendidikan Pesantren. Pendidikan Mu’adalah adalah Pendidikan
formal khas pesantren, satuan pendidikan formal tersebut hanya boleh dirintis dan
dikembangkan di pesantren, selain di pesantren tidak ada Pendidikan mu’adalah.

Kini, penelitian tentang Pendidikan Mu’adalah sudah mulai banyak
dilakukan oleh para ahli, diantaranya berupa karya disertasi yang telah publish
seperti yang ditulis Dr. Ahmad Shodiq (UIN Malang, 2018), Dr. Imron Fauzi (UIN
KHAS Jember, 2019), Dr. Siti Nur Syamsiyah (UIN KHAS Jember, 2020), dan
diperkirakan bahwa Pendidikan Mu’adalah akan memiliki prospek yang lebih baik,
khususnya tentang kelanjutkan studi dan karir lulusan. Indikator kearah prospek
yang lebih baik tersebut terjadi setelah Forum Konunikasi Pesantren Mu’adalah
(FKDM) sering melakukan koordinasi dan ikhtiar penjajakan mu‘adalah dalam
negeri dan mu’adalah dengan Al-Azhar. FKDM pernah melakukan MoU dengan
Grand Syaikh, Wakil Grand Syaikh, Sekjen Ma’'ma Buhuts Al-Azhar Kairo Mesir akhir
2021 dan Maret 2022.

b. Pendidikan Diniyah Formal (PDF)

Selain pendidikan muadalah dipondok pesantren juga ada Pendidikan
Diniyah Formal (PDF). Pendidikan Diniyah Formal atau disingkat PDF mulai
operasional sejak tahun 2015. PDF adalah pendidikan pesantren yang
diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai kekhasan pesantren yang
berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur (PMA 31/2020, pasal 1 poin
7). Kurikulum PDF terdiri atas kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan
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umum. Kurikulum pendidikan pesantren sepenuhnya berbasis kitab kuning, sedang
kurikulum pendidikan umum untuk PDF Ula dan PDF Wustha memasukkan muatan
Pendidikan Pancasila dan ,ewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan
IPS, sedang PDF Ulya ditambah muatan seni dan budaya. Jadi, PDF ini hanya boleh
dirintis di pesantren, sebagai pendidikan formal yang khas pesantren. sebagai
bagian dari kekhasan pendidikan pesantren dan sekaligus sebagai bagian dari
sistem pendidikan nasional.

Penamaan PDF, sesuai dengan nomenklatur yang termaktub dalam PP No. 55
Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan PMA No.
13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang berlaku sejak tanggal 18
Juni 2014. Dalam PP 55 Tahun 2007 tersebut ada aturan tentang pendidikan
keagamaan Islam yang mewadahi tentang pesantren dan pendidikan diniyah,
demikian pula dalam PMA Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan
Islam mengatur tentang Pesantren dan Pendidikan Diniyah, namun dalam PMA No.
13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam tersebut misalnya ditegaskan,
bahwa pesantren dapat berbentuk satuan pendidikan dan penyelenggara
pendidikan. Sebagai penyelenggara pendidikan, pesantren dapat
menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan lainnya meliputi:
pendidikan diniyah formal; pendidikan diniyah nonformal; pendidikan umum,
pendidikan umum berciri khas Islam; pendidikan kejuruan; pendidikan kesetaraan;
pendidikan mu’adalah; pendidikan tinggi; dan/atau program pendidikan lainnya.

Perjenjangan pendidikan diniyah terdiri atas: (1) Pendidikan diniyah formal
jenjang pendidikan dasar: pendidikan diniyah formal ula terdiri atas 6 tingkat
sederajat dengan SD/MI, dan pendidikan diniyah formal wustha terdiri atas 3
tingkat sederajat dengan SMP/MTs, (2) Pendidikan diniyah formal jenjang
pendidikan menengah berbentuk pendidikan diniyah formal ulya terdiri atas 3
tingkat sederajat dengan SMA/ MA/SMK,, dan (3) Pendidikan diniyah formal jenjang
pendidikan tinggi berbentuk ma’ahad aly (Sumanti et al., 2020).

Dalam PMA Nomor 31 Tahun 2020 paragraf 1 pasal 49 ada (3) ayat, dua ayat
diantaranya dinyatakan secara rinci bahwa Pendirian Pendidikan Diniyah Formal
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Pendirian Pendidikan Diniyah
Formal wajib memperoleh izin dari Menteri, (2) Izin dari Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah memenuhi persyaratan: (a) berbadan
hukum yang dibuktikan dengan akta notaris yang disahkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manmusia,
(b) memiliki PSP, (c) didirikan di lingkungan pesantren yang dibuktikan dengan
denah lokasi, (d) memiliki struktur organisasi pengelola pesantren, (e) pesantren
sudah beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak
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didirikan yang dibuktikan dengan surat pernyataan, (f) memiliki rencana kurikulum
Pendidikan Diniyah Formal, (g) memiliki paling sedikit 5 (lima) orang pendidik dan
2 (dua) orang tenaga kependidikan, (h) memiliki sarana dan prasarana kegiatan
pembelajaran yang berada di dalam Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48, (i) rencana sumber pendanaan untuk sumber kelangsungan pendidikan paling
sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya, (j) memiliki sistem evaluasi
pendidikan, (k) rencana kalender pendidikan, (1) memiliki santri mukim paling
sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang dan (m) santri yang terdaftar sebagai calon
santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal harus memenuhi 1 (satu) rombongan
belajar (PMS nomor 31 tahun 2020 tentang pendidikan pesantren).

c. Ma’had Aly

Dari perspektif sejarah, keberadaan Ma’had Aly di Indonesia cukup lama,
jauh sebelum masa reformasi, seperti Ma’had Aly yang dirintis oleh KHR. As’ad
Syamsul Arifin di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo telah berdiri sebelum
tahun 1990, populasi Ma’had Aly berkembang sifnifikan sejak ditetapkannya
Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma’had Aly. Kedepan
pasca diundangkannya undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren,
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan
Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly,
bisa diprediksi bahwa perkembangan Ma’had Aly akan lebih menggembirakan.
Sampai sekarang jumlah Ma’had Aly di Indonesia masih terbatas, hanya ada 76
Ma’had Aly, khusus di Jawa Timur terdapat 27 Ma’had Aly Marhalah Ula (M-1/ S1),
dan hanya 1 Ma’had Aly Marhalah Tsaniyah (M-2/S2).

Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 pasal 1 poin 7 dinyatakan
bahwa Ma’had Aly adalah Pendidikan pesantren jenjang pendidikann tinggi yang
diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan
mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan pesantren yang
berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur. Dalam Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pasal 22 dinyatakan bahwa “Ma’had Aly
menyelengggarakan Pendidikan akademik pada program sarjana, magister dan
doktor”. Program Sarjana pada Ma’had Aly disebut Marhalah Ula (M-1), Program
Magister pada Ma’had Aly disebut Marhalah Tsaniyah (M2), dan Program Doktor
pada Ma’had Aly disebut Marhalah Tsalisah (M-3) (Panut et al.,, 2021).

Rumpun agama Islam yang dikembangkan Ma’had Aly masih sangat terbatas,
terbatas pada: Al-Qur’an dan ilmu al-qur’an, tafsir dan ilmu tafsir, hadits dan ilmu
hadits, fikih dan ushul fikih, akidah dan filsafat islam, tasawuf dan tarekat, ilmu falak,
sejarah dan peradaban Islam, Bahasa dan sastra arab dan sebagainya. Selanjutnya,
PMA Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly mengatur tentang pendirian Ma’had
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Ali. Pada pasal 8 ditentukan: (1) Pesantren dalam mendirikan Ma’had Aly, (2)
Pendirian Ma’had Aly sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh izin
dari Menteri, (2) Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh
setelah memenuhi persyaratan: (a) berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta
notaris yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manmusia, (b) memiliki PSP, (c)
didirikan di lingkungan pesantren yang dibuktikan dengan denah lokasi, (d)
memiliki struktur organisasi pengelola pesantren, (e) pesantren sudah beroperasi
dalam jangka waktu paling singkat 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak didirikan
yang dibuktikan dengan surat pernyataan, (f) memiliki RIP Ma’had Aly, (g) memiliki
paling sedikit 5 (lima) orang pendidik dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan pada
setiap konsentrasi kajian, (h) memiliki sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran
yang berada di dalam Pesantren, (i) rencana sumber pendanaan untuk sumber
kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya, (j)
memiliki santri mukim paling sedikit 1000 (seribu) orang, (k) santri yang terdaftar
sebagai calon mahasantri paling sedikit 20 (duapuluh) orang, dan (1) mendapatlan
rekomendasi pendirian dari majelis masyayih.

Dengan persyaratan pendirian Ma'’had Aly sebagai pendidikan formal
jenjang pendidikan tinggi khas pesantren sebagaimana ditetapkan terkesan berat
sehingga tidak semua pesantren bisa mendirikan, namun demikian Ma’had Aly
memiliki prospek jelas jika dilihat dari kelanjutan studi mahasantri dan harapan
lainnya, karena dengan dasar dan payung hukum yang sangat kuat berupa UU
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dan PMA Nomor 32 Tahun
2020 tentang Ma’had Aly, berbagai kemungkinan menjadi sangat terbuka untuk
dikembangkan. Terlebih jika prospek pesantren dilihat dari fungsi pendidikan,
khususnya untuk pendalaman ilmu-ilmu keislaman, “tafaqquh fid-diyn“, tentu
Ma’had Aly akan menjadi pilihan utamanya. Yang penting diprioritaskan agar
Ma’had Aly lebih fokus pada pengembangan sumberdaya manusia dan tata kelola
sistem pendidikannya karena Ma’had Aly tidak berkembang dalam konteks vakum,
tetapi Ma’had Aly berkembang dalam konteks yang terus beriubah, karena zaman
berubah, kebijakan berubah dan harapan masyarakatpun berubah tentang
keberadaan Ma’had Aly.

Berdasarkan Literature review diatas dapat dipahami bahwa peta pendidikan
pesanten dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: peta pendidikan pesantren
sebelum dan setelah Undang-undang Pesantren. Perhatikan gambar berikut:
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Gambar 1. Peta Pendidikan Pesantren Sebelum UU Pesantren
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Berdasarkan gambar diatas dapat dipahami bahwa sebelum UU Pesantren
tidak ada pendidikan keagamaan khas pesantren yang ijazahnya diakui oleh
pemerintah. Jika pun ada sejatinya itu bukan produk dari pendidikan keagamaan
khas pesantren melainkan produk dari pendidikan umum berciri khas islam
diselenggarakan oleh pesantren misalnya seperti MI/SD sampai dengan
MA/SMA/SMK sedangkan pendidikan keagamaan yang berciri khas pesantren
masih belum ada yang diakui oleh pemerintah yang mengakibatkan lulusan
pesantren belum bisa melanjutkan ke jenjang berkutnya.

Pada tahun 2007 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007
tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pemerintah mulai
memberikan apresiasi berupa pengakuan penyetaraan (muadalah) kepada ijazah
lulusan pondok pesantren hal ini dijelaskan dalam pasal 11 ayat 2 yang berbunyi
“Hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai
sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah
lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang
ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah”. Dan ayat 3 yang berbunyi
“Peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal, dan informal yang
memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat
melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis
pendidikan yang lainnya” (PP no 55 tahun 2007).

Pada tahun 2014 Pendidikan Mu’adalah Pada Pesantren memperoleh
kepastian hukum setelah ditetapkannya PMA Nomor 18 Tahun 2014. Dalam Pasal 1
PMA tersebut dijelaskan “Satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren
yang selanjutnya disebut satuan pendidikan muadalah adalah satuan pendidikan
keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren
dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab
kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang
dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan
menengah di lingkungan Kementerian Agama”. Melalui PMA ini kedudukan
pendidikan muadalah mulai kuat sedangan wajah baru yang sebelumnya belum
mempunyai nama berubah menjadi Satuan Pendidikan Muadalah yang disingkat
SPM.

Selain Satuan Pendidikan Formal (SPM) ada pendidikan diniyah yang juga
menjadi jenis pendidikan yang diterapkan dipesantren. Jalur pendidikan diniyah
sendiri ada yang formal dan ada yang non formal sebagai mana yang dijelaskan
dalam PP Nomor 55 tahun 2007 pasal 14 ayat 1 sampai 3 sebagi berikut. “(1)
Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. (2)
Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada
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jalur formal, nonformal, dan informal. (3) Pesantren dapat menyelenggarakan 1
(satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal,
nonformal, dan informal”. Sedangkan pada pasal 15 dijelaskan bahwa Pendidikan
diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari
ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam perkembangan selanjutnya
pendidikan diniyah formal yang selanjutnya disingkat PDF mulai operasional sejak
tahun 2015 dan jenjang pendidikan tingginya disebut dengan Ma’had Aly.

Kini setelah undang undang pesantren wajah pendidikan dipondok
pesantren semakin jelas dan beragam. Pada gambar 2 kita bisa memahami bahwa
wajah pendidikan dipondok pesantren ada tiga. Pertama, Pondok pesantren yang
menyelenggarakan pendidikan formal jalur sekolah pesantren seperti SD, SMP,
SMA/SMK, dan PTU. Kedua, pondok pesantren yang menyelengarakan pendidikan
formal jalur madrasah pesantren seperti MI, MTs, MA/MAK, dan PTAI Ketiga,
pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal jalur SPM/PDF dan
Ma’had Aly. Selain itu pondok pesantren juga menyelenggarakan pendidikan non
formal dan informal.

D. Simpulan

Wajah pendidikan dipondok pesantren ada tiga. Pertama, Pondok pesantren
yang menyelenggarakan pendidikan formal jalur sekolah pesantren seperti SD, SMP,
SMA/SMK, dan PTU. Pondok pesantren yang menyelengarakan pendidikan formal
jalur madrasah pesantren seperti MI, MTs, MA/MAK, dan PTAI Ketiga, pondok
pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal jalur SPM/PDF dan Ma’had
Aly. Selain itu pondok pesantren juga menyelenggarakan pendidikan non formal
dan informal. Tuduhan bahwa pendidikan agama dipondok pesantren mengalami
kemunduran dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman juga tidak benar sebab
pondok pesantren mempunyai prinsip al-muhafadhotu ‘ala qodimis sholih wal
akhdzu bil jadidil ashlah, yakni Memelihara yang lama yang baik dan mengambil
yang baru yang lebih baik.
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